Menimbang

Mengingat

SALINAN

WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas
administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
diperlukan pedoman tata naskah dinas dilingkungan
pemerintah daerah;

bahwa sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka
Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi,
perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Jambi tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Jambi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 144);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kota Jambi.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
Wakil Wali Kota Daerah adalah Wakil Wali Kota Jambi.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah provinsi terdiri
atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, dan unit pelaksana teknis daerah.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan
dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat
penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam
komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah
informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat
komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh
pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah
Daerah.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau
terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan
sebagai alat verifikasi dan autentivikasi.

BAB II
JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

a.
b.

C.

naskah dinas arahan;
naskah dinas korespondensi; dan

naskah dinas khusus.
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Bagian Kedua

Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a terdiri atas:

a. naskah dinas pengaturan;
b. naskah dinas penetapan; dan

c. naskah dinas penugasan.

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf a terdiri atas:

a. perda;
b. perkada; dan
c. peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b terdiri atas:

a. keputusan kepala daerah;

b. keputusan DPRD;

c. keputusan pimpinan DPRD; dan

d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c terdiri atas:

a. surat perintah;
b. surat tugas; dan

c. surat perjalanan dinas.
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(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk
melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk
melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat
pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan
dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan
pihak lain.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b, terdiri atas:

a. korespondensi internal; dan

b. korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

a. nota dinas;
b. memo; dan

c. disposisi.

Pasal 11

(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau
dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada
atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.

(2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi
informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu
masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat
yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id



https://jdih.jambikota.go.id/

-6-

(3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c
merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada
bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap
Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat
dinas.

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, terdiri atas:

a. instruksi;

o

surat edaran;
surat kuasa;
berita acara;
surat keterangan;
surat pengantar;

pengumuman;

S ® ™o Ao

laporan;

telaahan staf;

=0
.

notula;

& o

surat undangan;

(S

surat pernyataan melaksanakan tugas;
. surat panggilan;

surat izin;

lembaran daerah;

berita daerah;

T ° 5 3B
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

rekomendasi;

radiogram;

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
sertifikat;

piagam; dan

surat perjanjian.

Pasal 15

Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a
berisi perintah/arahan Kepala Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara
melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan
mendesak.

Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c
berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas
namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam
rangka kedinasan sesuai peraturan perundang- undangan.

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d
berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan
tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan
kedinasan/tertentu.

Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan
barang atau naskah.

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g
berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang
berwenang.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi
pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian
tertentu.

Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i
berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara
sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu
penjelasan dari bawahan kepada atasan.

(10)Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j

merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.

(11)Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf

k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup
internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang
tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara
kedinasan.
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(12)Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf | berisi pernyataan dari
pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah
melaksanakan tugas.

(13)Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada
pegawai untuk menghadap.

(14)Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n
berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang
dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(15)Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk
mengundangkan Perda.

(16)Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p
berisi  penerbitan resmi Pemerintah Daerah  untuk
mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD.

(17)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q
merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari
pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk
dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

(18)Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r
merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio
naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal
tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

(19)Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas
sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah
lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.

(20)Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t
merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda
bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu,
antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis,
workshop, seminar, dan yang sejenis.

(21)Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u
merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas
prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah
diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari
pejabat berwenang.

Pasal 16

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang
mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk
melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang
disepakati bersama.

(2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

BAB III
PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:
a. media rekam kertas; atau

b. media rekam elektronik.

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak
menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan:

a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau

b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
berisi unsur:

a. kop;

b. penomoran;

c. penggunaan kertas;

d. penggunaan tinta;

e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
f. penentuan batas atau ruang tepi;

g. nomor halaman;

h. tembusan;
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i. lampiran;
j. paraf, tanda tangan, dan stempel,
k. amplop dan map; dan

l. Naskah Dinas bahasa asing.

Bagian Kedua

Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
a. kop Naskah Dinas jabatan Wali Kota; dan
b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 23

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Wali Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas
yang ditandatangani oleh Wali Kota.

(2) Kop Naskah Dinas jabatan Wali Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat
sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Wali
Kota.

Pasal 24

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Wali Kota.

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 26

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
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Bagian Keempat

Penggunaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan
dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas
penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas
khusus merupakan kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS),
ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh)
gram/m?2 kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah.

Pasal 29

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam
pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan
memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima

Penggunaan Tinta

Pasal 30

(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai
berikut:

a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;

b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf
berwarna biru tua;

c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas,
berwarna ungu; dan

d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas
bersifat rahasia, berwarna merah.

(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan
tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau pigment
durabrite.
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Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 31

Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah
Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek
keserasian dan estetika.

Pasal 32

Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah
Dinas penetapan yaitu bookman old style dengan ukuran 12

(dua belas).

Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi
dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12
(dua belas).

Pasal 33

Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai
tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.

Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditulis pada:

a. akhir setiap halaman;
b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan

c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama
halaman berikutnya.

Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam
elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh

Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 34

Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk
keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
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Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan
Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Ruang tepi atas:

1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua)
spasi dibawah kop; dan

2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2
(dua) cm dari tepi atas kertas.

b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm
dari tepi bawah kertas;

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri
kertas; dan

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi
kanan kertas.

Bagian Kedelapan

Nomor Halaman

Pasal 35

Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.

Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam
Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus
ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Kesembilan

Tembusan

Pasal 36

Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h
disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak
yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah
dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang
mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang
diatasnamakan.

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah
dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas
nama Kepala Daerah, disampaikan kepada Wali Kota dan
Sekretaris Daerah.

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah
dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas
nama Wali Kota berupa surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan
tembusan.
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Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada
posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti
tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak
perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah
sejenis.

Bagian Kesepuluh

Lampiran

Pasal 37

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i
ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang
menandatangani Naskah Dinas.

Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman
berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1).

Bagian Kesebelas

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 39

Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan
tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. paraf hierarki; dan
b. paraf koordinasi.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah
pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum
ditandatangani.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan
paraf.

Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan
riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan
penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.

Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa
surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.
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Pasal 40

Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan
yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.

Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris
Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala
badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus
diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat
secara berjenjang.

Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas
korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada
lembar terakhir.

Pasal 41

Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi
tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-
masing unit kerja yang berbentuk matriks.

Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit
kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait
sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada
lembar terakhir.

Pasal 42

Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi
dan  verifikasi atas identitas penandatangan serta
keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.

Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. tanda tangan basah; atau
b. tanda tangan elektronik.

Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 43

Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan
media rekam kertas.

Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas
dengan media rekam elektronik.
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Pasal 44

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah  Dinas penetapan  tidak
menggunakan gelar.

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas
penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas
khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Wali
Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah menggunakan
gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.

Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat
sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Wali Kota
tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan
pangkat/golongan.

Penulisan nama penanda tangan wuntuk penjabat dan
pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan
gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pasal 45

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan
bentuk kode quick response yang disertai nama pejabat
penandatangan dan nama jabatan;

naskah  dinas dengan tanda  tangan  elektronik
didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus
dicetak;

pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat
melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media
daring atau media luring; dan

menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh
penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 46

Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
kertas.

Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
elektronik.
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Pasal 47

Stempel terdiri atas:

a.
b.

C.

stempel jabatan Wali Kota;
stempel perangkat daerah;

stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan
layanan umum daerah; dan

stempel pengamanan naskah dinas.

Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

Bagian Keduabelas

Amplop dan Map

Pasal 49

Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
a. amplop naskah dinas jabatan Wali Kota; dan
b. amplop naskah dinas perangkat daerah.

Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas
berbentuk persegi panjang.

Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian
Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan
dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah
Daerah.

Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.

Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna
coklat.

Pasal 50

Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat
pengirim dan alamat tujuan.

Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama
jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama
kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon,
faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah
atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Wali Kota.
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b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah,
nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat
yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan
nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman,
dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop
Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat
Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan

Pasal 51

Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri
atas:

a. map Naskah Dinas jabatan; dan
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan
tiap Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. map Naskah Dinas Kepala Daerah; dan
b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.

Map Naskah Dinas Wali Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning
emas dan tulisan Wali Kota menggunakan huruf Arial
dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian
tengah atas secara simetris.

Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Wali Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map
Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Bagian Ketigabelas
Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53

Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan
mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur
dalam Peraturan ini.

Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam
bahasa asing.
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BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

a.

b.

penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses
Naskah Dinas;

perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi
keamanan dan akses yang meliputi:

1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses;
dan

2. pemberian nomor seri pengaman atau
security printing.

Pasal 55

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam
elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat
fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:

a.

b
C.
d

sangat rahasia;
rahasia;
terbatas; dan

biasa/terbuka.

Pasal 57

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi
Naskah Dinas

(1)

(2)

Pasal 58

Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat
rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak
yang berwenang.

Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi
biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.
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Pasal 59

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode
derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada
sebelah kiri atas Naskah Dinas.

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan
sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap
dua.

Pasal 60

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki
klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat
menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan
teknologi.

Pasal 61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan
menggunakan tinta warna merah;

b. naskah Dinas rahasia diberikan kode ‘R’ dengan
menggunakan tinta warna merah;

c. naskah Dinas penting diberikan kode ‘I’ dengan
menggunakan tinta hitam; dan

d. naskahDinasbiasa diberikan kode B’ dengan
menggunakan tinta hitam.

Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau
security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b
angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan
keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau
security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V
PEJABAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Pasal 64

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan
hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang
pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan
tugas dan kewenangan pada jabatannya.

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Wali Kota
berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat
sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah
Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 65

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di
bawahnya.

(2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:
a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan

b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua

Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai
berikut:
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unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima
dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai
dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola;

unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi
Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan

unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga

Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 68

Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan
sebagai berikut:

a. naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan
stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit
kerja; dan

b. naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses
diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.

Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi
pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui
Sekretariat Daerah.

Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat
menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p.
diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama
jabatan yang dituju.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

Sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretariat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan
Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wakil pemerintah
Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan
pemerintah Daerah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimaksudkan membantu dalam melakukan pembinaan Tata
Naskah Dinas dengan mengacu kepada Peraturan Wali Kota
ini.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Naskah Dinas
yang sudah berjalan dan telah dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku.

BAB
PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Wali Kotaini mulai berlaku, maka Peraturan
Wali Kota Jambi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tata Naskah
Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 8 Maret 2024 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI SETDA KOTA JAMBI
ttd.
ttd.

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya
A. RIDWAN NIP. 19860913 200812 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 7
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKGTA JAMEB!
NOMOR 7 TAHURN 2023

TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
JAMET

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS. KOP, STEMPEL,
AMPLOP, MAP PARAEF KEEWENANGAN PENARNDATANGANAN DAN
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3. Surat Perjalanan Dinas
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KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

¥ih

Can
Tembuszan
Tanggal
Nomaor

NOTA

Bt BB A B

Sifat A L i L e S ey e ey
Lampiran A S A e e e A
Hal e A e A A A e e i A

i i e B e e W P R R e 8 g - P R B e S8 ey e i e rd B B e ey e i i B § e B g r - e B i P e

Nama
Pangkat/Golongan
NP

P




2. MNems

28

Yth

WALI KOTA JAMEI

MEMO

Hal

P (2] i i i bidd i i
— gy, 5 — . ——, — —— — — m—— =
i - | it HiHEe
¥ 1 1 1, T phEn Iy 1 1
TETE TR TR = 5 B a3 b BB o B B e b e 5 B
ree il ki mnl
.y i . — it B i ——————
..............................
S B e A r LRy LFY e AL Ly i iy

Tempat, Tanggal, Bulan
danTahun
Wali Kota Jambi.

Mama
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3. Esspesisi

LOGOD KOF NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

LEMBAR DISPOS IS

Surat dari Biterima Tal
- Mo Agenda
Ne. Surat - Sifal |
Tol, Surat [15angal segera |~] Sepers | [] Rahasia
Hal
Diteruskan kepads Sdr Cengan hermat harap
0 Tanggapan dan Saran
Bl ata-asimiaiani Proses {ebih fanjut
[ oo smms roe e o e Koordinasvkenfirmasikan
Dan seisfUsSnya. ... o ccorcermcmmcme e
Catatan

Nama Jabatan, (Faraf
dan tanagal)

Mama
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Eksternal Surat Pinas
Contol: Format Surat Dinas yeng ditandatangan oleh Kepals
WALI KOTA JAMEI
Tempal, Tanggal, Bulan dan Tahun

MNaomor
Sifat
Lampiran :
Hal
b | TRTETTECPITEITN LTSSt PTTTTT T

Wali Kota Jambi,

Nama

Talian [enid, Bluesobed Tuahrnat Monsorsata, Prosinsg laimibi, Boda Pos 36128
Telapony [DFS1) 445170, Fakalmuils,,, v, Pos=ol o, Lamian
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Contoh Format Surat Dinas Perangkat Dacsrahb

Lu_:l:_u KOP KASKAH DINAS
DAERAH PERANGRAT DAERAH
Tempat, Tanggal, Bulan dap Tahun
MNomor
Sifat -
Lampiran :
Hal
Yih.

----------------------------------------

--------------------------------------

Maima Jabatan

Mama
Fangkat/Golongan
MNP




D;

iz

Naskah Dinas Khusas
1, Instrualoas

WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI

TENTANG

WALI KOTA |JAMBI
D.’.‘liﬂ:.[ﬂ r.mg_’!-m .......................... e e e e e e e e

EE A EEE P T EE T R P T EEEEE IR EEEE RN EE TSR R TR EE SRl EEEE R E AR TSI ST EEE IR AR R R PR R

dengan ini menglhstruksikan:

Kepada Y caasmmeaasm TR e e

3 . b
it e L e

Untuk ;
KEDTLA : = | e e T e T | e e T it | I | T e T i e
KETIGA : dan seterusnuya,

Instruksi ind mulial berlaku pada Ganggal ditetapkan

Pitetapkan di casssase
pada tanggal o R

Wali Kota lambi,

Nama




2. Surat Edargn

SURAT EDARAN
NOMOR ... TAHIUIN. ...

TENTANG

----------------------------------------------------------------------------------------

lllllllllllllllllllllllll tranmmsrdidimbinrnrniniendnd sl s nnn fnindamanininda eidiaina e e didimbnrw
- = oy - - ama
® - - CEE T - (T 1 E
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - - e - £l " - - may
w mn - wm - - w am - - Tt
] T o mma o ] mam
" [ " L] 1] " [ -
L] w L - L] mn
oy - - - -|. = oy

e W

Walh Kota Jambi,

Nama




i
i

3. Surat Kuasa

WALI KOTA JAMA|

SURAT EUASA
Nomor. .

Yang E'Ermrldﬂ'lg.lngﬂn dibawah ini :

nﬂlnn : Bl p=iipemmannn e s 1Illr--|1l—l"r-—+—1ll_ ------- 1-llr-11r—l'ir-—+—_-ll—
jahatan
alarmar

member! kKuasa kepada

(A H LT e | P TR I B T R U e 2 e

fadratan b s an o . vernns R pamamns P [

alarmat e eV AN e A A e R e e S O A WS
untuk

Surat Kuasa Ini dibuat untule dipergunalcan sebagalmana
mestinya.

Toampat, Tangeal, Hulan dan Tabhun

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

Nama |ahatan, "l.-*’_i.-":l'll_ Kota Jambi,
| === |

Nam Mama

Panglkat

NP




4.  Bena Acara
WALI KOTA JAMBI
BERITA ACARA
NOMOR: ...
Pada hawri ind, ..... , tanggal ..., bulan ..., @hun ......, kami
musing-mading:
i [T o Yang selanjutmya

disebut  Pihak  Pertama [(memuoat npamao; NP,
parpgkat/golongan, Jabatan dan alamat)

2y e e e ey - SEIENfUTIYA disebut
Pihak Kedua, tefah melalksanakan

L3
I'i'| S peerrrrrert i ee s n e vt rrt T s p et e bt ettt T T T rTiee ¢ i e e s v T reeei

4. dan seterusnya

Herita Acara inl dibuat dengan sesungguhnya dalam ranghap
..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Dibar ol
Pihols Keduo Plluak Pertama
Wall Kota Jambi,

MNana Mama
Pangkat/Golongan
MR

Mengetahui/Mengesahkan
Mama |[abatan,

N
Panghkat /fiolongan
NIP




5. Surat HReterangan

WALI KOTA JAMBI

SURAT KETERANGAN
MNOMODR .

Yang bertanda tangan di bawah Ink:

n[‘lmﬂ & EEE D EE R e AR e b A T
jabatan s WALI KOTA [AMBI

dengan ini menerangkan bahwa:

nama a a2 b AT AL L S DTN
PANERAT/BOLONBAN & et e s s
-lui:ﬂ_téin : P vy PR e vy s e e
dan seterusnya

B R B R
———————————— AR IR F N s S S AT EE D R 4 B P b RS SRR S AT FEE DR D F R W P oD

llllll idrrddsnnnnridrasnfidanddtriiredi snnnan dbrddibSdFanr b darrddnnnnnn fémann #ddann

Tempat, Tanpeal, Bulan, dan
Tahun

Wall Kata Jambi,

Nama




3B

G. &HﬂPﬁgﬂﬂﬂ

SIEnE
DAERAN KOP NASEAH DINAS DAERAH
PERANGKAT DAERAH
Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
b & < P
di

SUBRAT PENGANTAR:
NOMOR 1 cciccisaiesassa

MNasksh Dina=/Barans | . . .

No. '

o s Dildiei Banyaknya . Eeterangan
Dhrernima tangsal coeeiceision

Penerimea Pengirsm

Nama Jabstan, NamaJakbatan,
Nama Nama

Panglat/ Golongan Panzgkat /Golonigan
NIE NP

Nomor t=lepon cvueeeaen




WALI KOTA JaAMBI

PENGUMUMAN
NOMOR : e
TENTANG

Dikeluarkan di ...
Pada Tanggal.....ies

Wall Kota Jambi,

Marna




8. Laporan
LG KOP NASKAT DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
LAPOIAN
TENTARG

Al Pendahithian
1, Umum/latar belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
B, Kegiatan yang dilaksanakan
€. Hasil yang dicapai
D, Kesimpuolan dan Saran

E. Penutup

bt OF s oasT—
Pada tanggal i

Nama Jabatan,

Mami
Pangkat/Golongan
NP




thin
b

3. Telgahan Staf

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGEAT DAERAH

TELAAHAN STAF

Yt B e L
Darl B T T T TR T T TR R T B T R e YT T YT
Tanggal Bl e A sy e e i S TS P
Nuomor A R R Iy A Py i s S B S S
Lampiran T b S 3 b S AN S b b
H'ﬂi r S ol iy - ALl e iy Pl aeuliriatr mrm Forler I w pialr e o -Fl fr g et An i U ] rr B dakatigly yu i Lk et =

L Persoalan

1L Prasnggapan

1. Fakta-Fakta yvang mempengaruhl
V. Analisis

V. Kesimpulan

V1. Saran

Mama [abatan,

Kama
Panghat /Galongan
NP




LoGo KOP NASKAH DINAS
iRhRAK SEKRETARIAT DAERAH

NOTULA
Sidang/Rapat
Hari/Tanggal
Surat Undangan
Waktu Sldang/Rapat
Acara B e e e

2. dan seterusnya,

Pimpinan Sidang/Rapat
Sekretaris - = H ]

Pencatal = == = == ==

Pesarta sidang/rapat i Locnmiimmmrmiieiig T T
L. dan seterusnya.

Kegiatan Sidang/Rapat: (Diseswatkan dengan kondls) Keglatan
sidangfrap=t]

Pimpinan Sidang/Rapat
MNama Jabatan,

Nama
Fanglat /Golongan
NP




11. Surat Undansan

LI
BAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGRAT DAERAH

Montor I Brnabsivea

Sifat -
Lampiran
Hal

----------------------------------

Tempat, Tonggal, Bulon dan Tafm

hari/tanggal
waktu
tempat
aciara

-
s e el
L

= PY R
=

u

-

= =

FErTETraTaTEEASESEEATATOEL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mama Jahatan,

Pl iarmas
Pangkat,/Golongan
NIF




=4

12, Surat Perny 1 Melzsksanaban Tusas

tono KOP NASEAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
KOMOR .vvevevoreareesernensenens

Yang bertanda tanpgan dibawah niu

MNama S R T s R L e el L e L
NIP R Y R e P FUE R S PR LS
PEnsarfGOlOREREE  foooiticies iuscaraaie=ess i S N REs SSEEES SRS

Jabatan Ry T LR S

Nama : T LI TIT I T B P

NIP SR P S S SR TR SR P AP - P T
Penghaif GoloDpain @ o i i de e s v e s a s b e
Jabatan L PP TRre RpR R R PU TR e PR L P F

Yang diangkar berdasarkan Peraturan . sesusanpasaisss DNOHITOE
.......... .Tahun ............‘-IIEEEJJE.................... ternitung

mrsramrrsmsrszssssssssaveranaenarensee LAY Oyvats memalanican
'L‘r-.:gas SoDBPH L. cseeveses Dlisaisarasass ! T Cider et

Demikian surat pematm melsks&nahan tugas 1T SEVE
buat dengan sesunpgguhaya dengan mengingat s:u_r'lpﬁl't
jabatan / pegawaa ﬂege*"i zipii dan apahla diltemmudian har it
surat permyatasan i ternyata tdale benar yvang beraldbar
kerugian bag negama, malka saya berzedis Imenansgung
leerusian tersebut,

Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun Nama Jabatan,

Panglat/ Golongan
T




WALI KOTA JAMBI

bBEaxi e Y T R L T

Demikisy Tintnle dilabsanalesn-dan merijadi
perhatian =eperuhnya.

Wali Kota Jambi,

MNams




14. Surat I=in

Contoh Format Surat Izin yvang ditandatangani oleh Kepala
Daerah '

WALI KOTA JAMBI
SURATIZIN

NOMDR i

TENTANG

.
Dasar ey A LT | LA e s ey L LTl LW 71 A | (SR b | L P e A L
.I:l W '] '] EreEaw i wd b rew JTRTUTE [ERTRE TR
ssdbshsscddlssssdnbas ik e SR S e AL BE Ek o [y

Kepada
Ia hﬂtﬂn :l'lllrll'llllli'!llll'l'llllllli‘r_ll'rrlll'll‘ll llllll i‘i‘_ll"‘rlll'lrll_'l‘illlll'l'll'!llllll'!l‘il'!ll

Alamat
Lntule

L] P

ERE R e L e TR ]

Ditetapkan dl .o
pada tanggal oo

Wall Kota Jamlai,

Mama




Contoh Format Surat Dinas Perangkat Dacsrahb

' LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

SURATIZIN
NOMOR:

TENTANG

Dasar : a.

FHEEE - A S R R RS I PR F R F RS R R AR R F R TR S8 R el D E T 0

o dan selerusnya

MEMBERI {ZIN
Kepada

jabatan

¥

Alamat o e B S e
Untuk

Moama [abatan ..ol

MNama _
Panghkat /Golongan
NP



15. Lemberan Dasrsl

LG BOH MASKAH THNAY
DBAERAH PERAMNGEAT DAERAH
LEMBARAN DAERAH

Momor ... Tahun.....- Serd L. Nomior .. -

PERATURAN DAERAH
MOmIor: ceee .

TENTANG

Giundanglkan dalam lembaran daerah

Nomor ... Taliun ...
SEFT

Tanggal sasanaaid.

Sekretarls Daerah o i,

Mo




%9

16; Benita Das=rsh

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

HERITA DAERAH ..ooviiirinens

Nomor ... Tolub ... Serl o NOMOE e

PERATURAN KEPALA DAERAH . /KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ...

NOMmMor : o e.

TENTANG
Dundangkan dalam lembaran daerali o, -
MNomaor .. Tahun ...
SEEl O WAL
Tangeal e
Sekrotaris Daerah ... ;

Maima




17. Rekomendasi

WALl KOTA JAMB!
REKOMENDAS] oo amannanias
MOMOR s s snnnns

d. Dasar 00 b s drrrreserern et ren B
. MenimBang @ it st s b s

Gubermur... ... biatnas , memberikan rekomendasi kepada :

a Nama/Obvekl e e ERE I et W d e LR e oo DL L
b. Jabatan/Tempat/Identitas ; VT e LT = OB U 1= Tt e
Untuk ;

Gemikian rekomendasi inidibuat untuk dipergunalkan seperiunya

Tempat, Tanggal, Hulan, dan Tahun
Wall Kata Jambi,

Nams




18. Radiogram

WALI KOTA JAMBI
FORMULIR BERITA

Resistrs=i Mo : vvuvees

PANGGILAN

JENIS| NOMOR BERAJAT

R R AR e EEE e s e E R E R SR EAE s E

KLASIFIKASI : SEGERA

AA&TI"R: .................................................................

Ccc TTE DUM TTE HBS

Tanda tangan:
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19, Surst Tands Tamat Pendidikan dan Pelanhan (STTPP)

=

WALI KOTA JAMBEI
SURAT TANDA TAMAT FENDIDIEAN DAN

PFEILATTHAN NGIROT ccuicssssniss AN aN e e

Gul:ternur.........E_-erd_asa:rkﬂﬂ.......................... . daty ketentnan-kKetentnannye menvaiakan bahwa :

Nams= E e S R S R R S S T S i e S
Tempat/Tanggal lahir 1 .ccoiceviesne. e PR e e SR e R
NIP /NRP - 00000000 / DG00

Pasfotodx 6 Pangkat/Gol. Ruanig = .iceieerass rassen e R e T T Y S TP T
Jabatan 1 enmmem AT AT R A S AP e
Instanst L SO
Kuahfikas: 2l e s e e e S NN e s N E e SR SR e s e

LULUS

Pada Peadidilian dan Palatihan ........... Provinsi ............yang disclenggasakan oleh Badan
Pendidikan dan Pelatihian Provine: ... da_rita_uggal....... ‘Ssampat dengan ........ yang
ﬂi.-eﬂ_i.p'l_m .........

Tempat Tanpgal Fhilan Tahun
TahunWali Kota Jambi,

Mams=s




-39 -

Bagman Belakang STTFP

TEMA

Limum

Khusus

S

AGENDA PEMBELAJARAN

fditenhtukan,  Badahl  TDEREAEY oo core cisieiomeesimssms o s asmss s am i ean e b0 isad av o s f sageess

----------------------------------- R R m R R e a o B A R AR E RS RS R e E @ pe Rl eI R R RS RS e R R R R SRR R |

----- LR T R Ty N A N R Sy F R P N T R R R R e e R R R e ey | - 5

[ditentukan oleh penyelenggars dengan mengacu pada tema umum dan Isi altual setempat]

tan b BRI DD Lo o o o e R LR R P A o s et 2o L ST e s e R R R e s e s R LR s B LR e a B E A-5-0 0 bl b S

-------------------------- EEEE IR EENEEE RN NN PR EEEENEEEE RN E IS P I N RN BN R EEEFEEEEE NS PP E AN IR EI RN E RN PR EA NP I NP PN R BN EER PR PR RO NY PR

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
BB s s e

Nama

Pangkat/Golongan
NIP '




20, Sertihlcat

WALI KOTA JAMEI

S'E PTIFIHXKAT
L' Fos 4 757 o R IPpRp PR e i e g o e

I . -=u Ei :

Sebaga/Atas  partsipasmya  dalam.oaaioaaa yang
d:l:sEﬂ.EIlgE‘E:trﬂlm:ﬂ ...... oleh...dari.. tanggal........sid. ..bertempatr di

Tempat, Tangesl, ‘Bulan dan Tahiin,
Wal: Kota Jambs,




25,

WALI KOXFA JAME]

PIAGAM PENGHARGAAN
Namor;

WALL KOTA ... - Dengan ini memberikan penghargaan kepada:
Nama R 4k i 8 o -84 ke 8 ke
Tempat _J'Tun_gg,al 7] 5 1 E calth W (FRANIERY VLR At onl s UNR] Yoo FTOr b ARt oot L e FLrn Ay
NIF/NRP fuiiaiil YRR R 5 e D00 PRI ORI 700

Jabatan: ‘

Instansi L oy e e o e e e

----------------------------------------------- Easmssn masame nERandddFna i andnnnnan nan AR BEE AN S i e e
Ty TriraRETET TrraETaTy TrraRETTE TErraETaw rrrraRETeT TazawrE rrr Trr
------------------------------------------------------------------ imaEdi

Tempat, Tangzal, Bulan dan Tahun
Wali Kota Jwmmbl,

Nama




22, Kop
a. Kop Naskah Dinsas jabatan

Kop Naskah Dinss- jshatan menggunskan:

3. lambang negara berwarna luning emss ukuran 2.5 =em
mimetrie di bawahnya bertuliskan Kepals Daerah, dengsn
truf 12 dan ditempatkan di bagian tengah atas uniok
Maskah Dinas Penpaturandan Penstapan.

b. lamibang negara berwarma loomng emas ukaran 2.5 o
=imetris di bawahnya bertuliskkan Kepala Dasrah ataa Walkal
Kepala Daerah. dengan huraf 12, dan ditemparkan dibazsian
tengah atas, serta alamar yang didengksap dengan nama
kabupaten /kota dan nama provinsi, nomor telepen nomor
fak=amile. laman, pos-el, dan kade pos dengan menzsunaksn
l'mriuﬁ_r:ﬂl'hﬂul-:t_traﬂ. lﬂ-ﬂltﬂﬂpalkﬁﬂdlh&glﬂ_ﬂtﬂﬂﬁhhﬁm
untulk nasskah dinas s=lain Naskah Binas Pengaturan dan
Penetapan.

. dalam hal naskah dinss yvang ditsndarangam oleh Sekretans
Dasrah atas nama Kepala Dasrah, mengounakan Kop Naskah
Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna buning emas
dan mlizan Nama Pemernntah Daerah yvang ditempatican pads

Contol Kop Nasksh Dinas jabatan Kspala Dasrah

WALI HOTA JAMBI

J STendlrn) FlasiE Baebioos Mo )
Dalpe JEETal L 02T Kodn [T - Jarniu

Contoh Kop Naskah Dinas vang ditandatancan: oleh Wakil Kepala
Daerah

WAKTL WALT ROTA JAMEBE

T TEnnlmil Phastn bl B o e, 0
Tels (07321) HOE T vt Pournd = < Levrn bl




Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Seiretaris Daerah atas nams
Kepsla Dasrah

PEMERINTAH KOTA JAMBI

of |, adppiddepl Theso b Baehavesg N 01
Tolp, WAy SthHLDT Kote Baru - <JJumin

Contel Kop Naskah Dinas yang ditsndatangam stas nams

KOTA JAMBI

I aYind ] By el Bkt N Gk
Telp, (OF41) 40827 Kol Herul - Jamby




b. Kop Naskah Dinas Perangkat Dasrah
a. Perbandingan huraf pada kop Naskah Dmas antara tulisan
nam=a Pemerintah Dasrah dan talisan mama Peranghkat
Dasrah adalah 3:9 mengeunakan huraf Anel
b, Penulizan names Peranslkar Dasrah ditsbalkan (bold).

Contol keop Nazlkah Dinss Peranglcat Daerah

— FEMERINTAH KOTA JAMBI

| DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI

= DAN USAHA KECIL MENENGAH

S JL . Ague Salim Mompleko Kol Baru Teld. (0041) 446344

WWebzith - www denakarkopiambidctacom
w=n PEMERINTAH KOTA JAMBI e
B [ SMP NEGERI 1 KOTA JAMBI 0
= Jin. Ciotohungakscma, No, 21, K. Pasar Jambi No. Tep  074-22883 :&.}-ﬁ
- JAMB] - 33/ '

23. Stempel Naskah Dinas
a. Bentuk/ulturan stempel
1. Stempel jabatan hepala Dasrah berbentulk lingkaran beris:
nama jabatan, nama Pemerintah Dasrah, dan menssunakan
lambang negara dengan pembatss tanda bintang, dengan
ulciaran:
a. ukuran garis tengah lingkaran husr stempel jgbatan
adsish 4 cou:
b. ukuran garis tengah lnghsran temgah stempel jabatan
adsiat 3. 8 om; dan _
c. ukuiran gmns engah bingkaran dalam stempel jebatan
adalah 2,7 cm.

ol
Vs




. Stempe] Peranckat Daerah berbesituk inckaran benisi nama
Pemesrintah Digerah provins: / ksbupsaten /Kota naEms
Peme=rintah,

Dasrah nama Peranglat Dacvah yang bersanghitan dan

menggunakanlogo daerah dengan pembatas tands bintang,

dengan ukniran:

1} ukuran gane tengsh lingksran haar stempel Perangkat
Daershadalah 4 cme

2l dlouran gans tenpah lingliaran tengah stempel Peranglst
Dasralhiadalah 3 8B cm: dan

3) ukuran garis tengah bngksran dalam stempel Perangkat
Dasrahisdalah 2.7 om

= Tk miwd Teamrds T e Tula s ik

—_— M ] | T

— el Tl et Ld Thsma
Fesspssssaeasres B Sammy Peiesciah Tyl

Cuﬂtﬂh- Stempel- PEfEI.ﬂgl{ﬂt Daerah

if. Srempel unir pelakssna telois dinas dan/saun badan
Pemenintah Dasrah, nama Perangieat Dasrah dan namese aamt
pelalcsana telrmie dinas dan/atau badan lsyarsan vymnom
daerah ysng bersengltan dan mengpunalan logo daerah
dEﬂgﬂﬂ pemibatas tanda bintang, dengan ukuran:
1} u.k]JI&ﬂ“ErlE'tEilgﬂl’l linglcaran luar stempel tnit pelaksana
teltnis dinas dan/stan badan layasan umum  dasrab
adalalr 4 oo
2] ukuran gans tengah lhngkaran tengah =tempel usat
pelaksana teknis dinas dan/ateu badan layanan umum
daersh sdalah 3.8 cm: dan
3} ukuran garie tengah bingkaran dalam =stempel umit
pelalesana telmisdinss dan/atau bsdan Hvanﬂn LIENT
daerah adsiah 2.7 cm.



Ml P b il [l i e, Waii

R dasran

v.

sStempel Pengamsavian Naskah Dinss.

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuss
dengan tingkat eamanan surat dan dicsp pada sebelah
kanan atas Amplopnaskah dinas. Jika surat tersebut
dizsalin stermnpel tnskat keamanan pada salinan hams
dengan warns yang ‘sama dengan warna stempel pada
surat ash, Stempel Pengamanan Nasksh Dinas berbentuls
persegl paniang, berinaran pamyang Sem. lebar 1 emu

SANGAT RAHASIA RAHASIA

Beris: tulizan “Sangat Rahasia™ dan “Rahamia’.

Keteniuan Stf-_-:ni:_nel

a. Pejabiat yans berhsk menppunalesn stempel jsbatan
-adalash Kepala Dasrah.

b: ‘Pgjabat yarng berhalk menggunaksan stempel Peranglest
Dasrah adalah kepzla: Perangkst Dasrsh, kepala
lembaga lamnya; dan kepala umit pelaksans teloms

c. Rewenangan penyimpansn  dan  fangoung jawab
pencmunaanstempel jahatan didsbukan oleh unit yang



24. Amplop

membidans urusan ksiatausshsan pada sskretanat
dasrah dan sskretariat dewan,

d, Kewenangan penyvimpansn dan tanggung jawsb
penggunaan stempsl Perangkat Dasrah dilaktulksan oleh
unit yang membidang urtsan ketatausshsan pada
Selcrstariat Perangkat Dasrsh,

e. Penunjukikan psjabat pemegang dan peayimpan
stempel diutstapkan dengan keputusan lkepala
Peransgkat Daerah.

£ Ejmfﬂagmn L“ﬂnml S&lﬂfﬁﬂﬂﬂtﬂﬂﬂﬂh

: ¢ pefApamAansan m:_pmpe-_i Naskah Dinas di
]-' +E.

k. Kamﬂman lebih lanjur mengensai standardizasi kods

m@mmmwmﬁmmh
Daersh.

s Benmk da : mplop Nasiksh Dinas jabatan

: HAL%?MH‘HI
M, gt Py bW R | HAR
1 o TEE

il
Wy :ﬁi-r-mlmmml i
dnkavz

g

b. Benmik den susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah
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26. Paraf

Ceontoh paraf hierarki

FARAF HIERAFK]

REPALSA HIHQ "T‘I.EﬂTH“; PH{FIH:;"I
TORGGEI FRATAMA

EABAG/ADMINISTRATOR/|F

b

EASUBAG/PENGAWAS/[F
PELAKSANA

Paraf kpordina=t.

PARAF KGGEDI"-&QI

|
JAFATAN FIMPINAN TINGGI

PRATAMA
JABATAN FIMPINAN TINGGI
 PRATAMA
| JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA
i Dzt

27. Kewenangan Penandatangarian dan Pelimpshan Kewenangsn
1. Kewenansan Penandstanganan

a.

kewenangan untuk  menandstansans  Naskash  Dinss
antar/kehiar instans: Pemenntah Dasrsh yang bersifar
kebyakan/ keputusan, arahan berada pada KEspala Dasrah.
k=wenangan untuk menandatangani Nasksh Dinas yang tdslk
ber=afat L.ebgakﬁﬂjkepmn_san ‘farshan  dapat dizerahlcan/
dilimpahican kepads Sekretariz Dasrah atail jabatan pimpinan
tingei madya di Perangkst Dasrsh atan pejabat lsin yang
diber: kewenanesn.

. penyerahan | pelimpahan WEWSNANs penandatanganan

masksh Thna=z dalam  sustinan. Surat oleh atasan kepads
pejabat dibawahnya dilaksanskan sebagas benloat.



ik
L]

Sekretanie Dasrah dapst memperolsh  pelimpahan
lL.ﬂ'W'EﬂaﬂgE_ﬂ danpenandstanganan Nazlkah Dinss tentang
rencans strafems dan operasional, termasulk Kematan laer
vang dilsktssnalan olsh satuan kerja di instansi mssing
Jabetan pimpinan tngs: pratama pada Perangkar Daerah
dapat memperaleh penyerahan/pelimpahan WEWENATTE

dan penandastanganan Naslah Dinas yang berlcutan
dengan pelaksaniasn tugas dan fung=: =esua dengan

dsng masing-masing.

3} EKEewenangan penandatangansn Nasksh #Dinses do
ngkungan Pemerintah Daerah dapat dilihat pads tabel da
bawah tru:

a) Pemerintsh Kabupaten /Koia
3 JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT
i DITANDATANGANI
EUPATI/WALL | a. peraciran dasrah: |
EKOTA b. peramran bopan/wah kEots;

c. keputuessn bupsn fwah kota;

i inssabe

2, ‘surat edaran;

f. =marst dmas:

g. Eurat keterancarn;

h. =urat izn;

i. surat perjanian;

[ ‘=arat perintah:

k. =urat magss;

L ‘sursat kuass:

m sarat andsngan:

. marst pernvatman melaksaansirsn
mEgAsT

o. surat panggilan;

p- -ngota dinas;

g. lembar disposis;

©opPENSUnmaman;

. laporan:

t. relomendas,;

. radiogrsam!

v, benta acscar

WL THEemo;

X, piagam;

. =eriiileat: dan

2. surat tanda teamat pendidikan dan
pelatinan.




ATAS FAMA

JABATAN DALAM JABATAN BUPATI/
I | WALl KOTA
WARTL a2, surat dinss: 2. =urat edaran’
HUPATILY b. svusat keterangan: b. surat dinas;
WAERIL C. Surart pennitah; C. SUrat Kelersdigaag;
WALTEOT: d: surat izin; d. surat psrnniah;
e. surat penniah; e, =rat Fin
f. =surat tagas: f. swurat peringah:
2. SUrat pernvataan g. Surat Mgas:
melaksanakan h. surst
theas: pernyatgEan
h. nota dinias: melalkzanalcan
1. lembar disposis:i; tugas;
i+ laporan: i. nota dimas;
k rekomends=- dan | lembar disposisi:
l. memo. E pensumuman:
L radioeram:
m. berita acara:
n. magam; dan
o =ertifilcat
g : i A ATAS NAMA
JADATAN DALAM JABATAN BUPATI/WALI
S o | xorta
SEKRETARIS| a. surat dinss: |3, keputtusan;
TAFERAY b. surat keterangan: b, surat edaran:

C. Surarl iz

d. sirar pﬂﬂntah_

e. =urat tugas:

£ surat perjanjian:

E. surat perjalanan
dinss=s:

h. surar usss

L =uarat undangsn;

j- =urar pernyataan
melaksansltan
tugas; .

k. surat pﬁ.ﬂ.ggﬂan:

L. ficts dina=:

m. lembar disposis:!

. relaahan staf;

O. PEOEUMIITMAET]

p. laporan:

q- relbomendas;

r. surat pengantar;

5. lembaran dserah-

t. berta dasrah;

. benita acara;

v, mwotala;

W IDEens:

= daftar hadir: dan

v. ==rtifilcat.

¢. surat dinas:

d. surat keterangan:

£. SuIrat w2

f. surat perintah;

g. surat tTugEs:

h. surat perjanjan:

1. surar undarnpan;

j- surac
permyaRtasn
tigaes:

k. surat panggilan;

l. fwota dina=




— _— ach ATAS NAMA
JABATAN : DATAM JABATAN SEKRETARIS DAERAH |
ASISTEN | 3. nota dinas; 3. surat dinas; |

b. lembar disposi=i; |b. surat leeterangari;
€. i€laahan staf: c. sursat permtah;
d. lsporan; d. surst tugas;
€. SUrat peEnganisr; |€: sural perjalansn
f. notula; dan dinas:
g. memo. f. =urat undangan:
g surat panggilan;
h. oota dinss:
I laporam
j+ surat pengantar; dan
k. dafitsr hadir.
DALAM ATAS NAMA
JABATAN | JABATAN EUPATI/WALI KETERANGAN
KOTA ,
KEPALA | a. surat dinas; | a. keputusan: - K=palsa |
PERANGKA| b. surat b. =urat edararn: | Perangkst
TDAERAH keterangan; | o surat dinas: Daeralh: atas
€. SOrat d. surat namsa
permitsh; keterangan: Bupati/ Wali
d. surat izin; 2. urat kata
e, Eurat ‘perinialy menandatanga
perjarijian: f. =urat ni Naskah
f. surat tupss: undangsan: Dinas= daism
E. Sursat g. sertiilcat; dan) beomak
perjalan h. pensumuma susunET
andinas: n. produlc hnloim
h. =urst Keputussn
kuasa; Brapsts/ Wsl
L =urar kota berupa
undangan; penetapan dan
|+ =uTrat pengaiiirgs:
permyataan telms
antugss: substans:
panzzilan: - Penandatangan
L =mota dinas: an Naslkah
mOoka Dinas cleh
n. pengam Kepala
an Peranskat
kon=ep Daerah amas
o. riaslksh nama
dinas; Bupati/ Wsl
o lembar kota berupa
disposis surat edaran
Y hanya: terkait
g. telaahan pengaturan
staf; telonie
. pENSUMTNINGA opaerasional
s, laporan; INSTHITSE.,
t. rekcomendasi - Untuk Setwan
: dapat
u. benta acars; menands
v, MEmO; IAmngaEnl




DATAM ATAS NAMA
JABATAN | JABATAN BUPATI WALI EETERANGAN
KOTA
\\'.dﬂftﬂ: =eamia
hadir;dan naskah dinas
x. sertifilcat. sesuai dengan
Eewenangan
Kepala
Perangimsar
Daerals
sertifilcat.
- Khuastis untak
HEepaila
Peranskat
Daerah yang
pendidikandan
pelatihan juga
dapat
menandatansa
PISgAM. surat
tanda tamat
pendidilean
nama
Bupatt/ Wah
| | | kota
JABATAN DALAM JABATAN STAs NAMA
ey : | DAERAH
EEPAL = sSuirat dhirims a. muirat:dinss
A b: surat keterangan: b. surat keterangan
BAGIA z. =urat perintah: c. =urat perintah
N d surat izin: d. =urar undangan
PADA e. surat pefjanjian: 2. serifiicat
SEKRETARI £ surat tugas; f. pengumuaman
ATDAERAH | g zurst perjalanan "
dinass
h, swurart kussa:
1. Surat undangan:
j =surat permyataan
melal=ansksn
mugas;
ke surat panggilan;
L. nota dinas;
m, lember disposisi;
n telaabasn staf:
@ PENSTIMNMATN]
p. laporan;
g. rekomendasi:
T hﬂ&t& acars:
. memb;
r daftar hadir; dan
| uw serthilcar,



A A ATAS WAMA KEPAT S
JABATAN  DALAM JABATAN PERANCEAT
SEERETAR | a ‘=uarat dinas: 2. murat ddnss:

IS b. ‘sarat keterangar b. surat keterangan:
PERANGEKA | c. -surat pernmtah; c. ‘surat pernotah;
TDAERAH d. surat loyass: d. surat undangan;

e, -surat undangan; e. nota dinas;
f. nota dinss; £ laporan; dan
Z. lembar disposizi; z. daftar hadir.
h. telashan s{af;
L laporan;
|, memo: dan

| # datiar hadir.

" DATAN  ATAS NAMA HEPALA - Fpr—p——
JABATAN . L%E.AT AN "PEEA;[_H_GKA"' DAERAH KETERANGAN
KEPALA a turat | a. surat dinas: Penandstane
BIDANG: | vanntan; | b. surat keterangan: | anansurat

' b, nota: c, surat penntah; dina= nantilc
dinas; d. niota dinas; dan komumbkas;
e. lembar e, daftar hadir. elsternal
disposis:; diutarmalan
d, teiaa arrtuke
han dilakulemn
siaf] oleh
e ‘ﬁaﬁm Selrrstans
Peran r
f. daftar Daara%ffﬂ
hadir.
I ATAS NAMA
JABATAT DALAN JABATAN EEPALA
DINAS /BADAN
HEEPATA a. surat dinas; 2. surst dinige:
UNIT b. surst perintah: b, =urat
PELAERSARA e surat tugas; keterangan:
TEEKNIS d. surat perjalanan dinas; €. sugat
DINAS e. surat kuasa; perintah;
. sursat undangasn: d. nota danas:
£. zurat 2. bernta acars;
peroyataan i. daftar hadir;
melaksanalsn g mstrukss; dan
tagas: h. surat edaran

i nota dinas;

[, lembar disposisi:
kb relaahan scaft

i penpumuman;
m. laporan;

n. relkomendas=t;

p. meimo; dan

q. -daftar hadhr.




JADATAN DﬂLaL‘&-i ATAS NANMA KETERANGAN
JABATAN BUFATI/
L : WALI KOTA
CAMAT | a. swrar dinas: | a. Eeputusaﬂ_: dan nasksh dinas
b. =arat b. surat edaran. keputusan
Ieeterangan: | yang ditanda
| & surat fangani camat
| d. suarat izing: bupan/wali
| & =uarar leotahanya
perjanj=En; Enhalks :
| & =arat tugas; keputusan BT
| B surat dan W
perjalan
4
ding="
| K. uratr kkna=a:
| i =urar
undang
| I m
| J= Saras
pErmyATasn
melak=ana
lesntusas:
! i zuarat
pangpilan:
|L niota dinas:
| m.iembar
disposisi;
| n. telaahan
=taf:
| 6. penzumuma
T
p. laporan:
‘ q. remomendass;
' 1, bentas scscal
| B, fMermo: {iﬂ:ﬂ
|t daftar hadir, |
- I _Elﬁ_t_"'if ,
JABATAN DATAM JABATAN BIDANG
KEPALA 3. tiota dinas; 3, SIHEAL
SUBBAGIAN /KEPALA | b. telsshsan =ztaf: dan perintai;
SUBBIDANG/KEPALA | ¢ laporan. b, nota
SEKSI dinas:dan
o. daftar hadir




JATATAN DAT AN JABATAN ATAS NAMA
| CAMAT
LURAH a. nicta dinas, a, suratr dinas:
b. telashan staf: dan | b, =mrat
c. laporan. Jeeteransan;

c. I@arat
penrtah;

d. siHaEt
undsngan:
dair

B, Ziarac

Il . panggilan.
JAEATAN DALAN JASATAN
PELAKSANA 2. nota dinas:;
b.telashan siaf dan
| claporan.

Z. Pelimpahan Eewenangan
a. Pengpunasn Atas Nama (a.n.|

Atasﬂﬁmﬂ,}'ﬂﬂgdlmnak:ﬂtm dipersunalan pka yang

berwensng mensndatandgani surat/dokomen melimpshian

kepada pejabat i bawahnya Persyaratan yang harus
dipenuin sehﬂgﬁj. berdoat:

1] ‘Peltmpahsan wewensng bersebut dsiam bentuls tertalis,
Ehvsus untak Raskah Ihnas yang berups kebjjakan
kKecuall naskah yengs siiatnys sdmmistras::

2} Maten: wewenang yvangz dilimpahkan benar-benar menjads
tuzas dantansguns jawab. pejabat yang melimpahlkcan;

31 Tanggung jawsh scbagai akibat penandartanganan Naskah
Dinasberada pada pejabat vang diatssnamalean,

Contohe:




[ p_hg::_iﬂ ] KOP NASKAH DINAS
PERANGRAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun

Mamauor S ——
Sifat N
LAMPITAT & cipmarsiprssmnspies
Hal : Undangan

---------------------------------------

tempat 3 TSP —

EE T T TR R E RN AT T TP R R EEE NN EEEEEE NI TN T r T EEEETEEEEEEEEESETTRTEEEEEEEESEEEEEEEEEEG

aa. Sekretaris Daerih,
Kepala Bagian Organisasi,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:

Sekretaris Daeraly

b. Penprunasn Untuk Belisn fu.b.)

Untalk beliau, yang dizingkat n.b,, digunalkan jika vang diberi
tmasa membert kuasa lagl kepada pejabat =ata tingksat di
bawahnya: Usntak behaiz (u.b.] digunaksa set=lah ada stas
nama (&), Pelimpahan kewenangan penandatanganan
Neskah Dinasz dengan bentulec unmak beltsni [1wb:) hanya
=ampsi pads pejabat dua nnskatr eselon di bawahnova.
Persyaratan yang harus dipenuhi sntsra lain scsbagas
beniioat:

1} Pelimpahan haros mengilut uwrutan hanya sampal dua

tingkat struktural di bawshnys;



2] Materi yang ditandatangani merupalcan tagas’ dan
tangmingjawabnya: '
3] Dapat dipergunalan cleh psisbat yang ditumuk sebaga
pejabatpengganty) dan
4] Tangoung jawab berads pada pejabat vang t=lah diber
kEnis=s. Contai:

an. Wall Eota fambi
Sebkryetarics Daerah
ib.

Kepala Bagian Organisasi

{tanda tangan)

Ir. Suprayitne, MA
Pembins Utama Muda (IV/c]
NIP 1987058051993031001

c. ‘Penggunaan Pelslkksana Tugas (Plt.|
1} Plt. Kepala Dasrah,
Contoh penulisan ssbutan Plt. dalam penandatangsanan

Pit. Wall Kota Jambi

(tandz tangzan}
Obliyani

2) Plt. Jabatsn Strultural
Fit. Jjabatsn strulttaral mennlbibe kewenanssn
penandatanganan Naskah Dhnas sams dengan pejabat
defininf dan bermanggung jawab atas Naskah Dinas yang
ditands tangam clshnys
Contohh pemmalizan ‘ssbutsn Pit. dalam penandstasncansa
naskah dinas.

Plt. Kepdla Bagian Orgamisasi
ftanda tangan)

Fugiciah, S MLSi
Pembina Tkl [IV /D)
NIP 12700614 199203 2 Q02




d. ‘Pengunssn Pelakssns Hanen [Pl
1) Pih. Kepals Dserah
Contoh penulizsn sshutan Plh dalam pensndatanganan
naskasbhdinas.

Flh. Wali Kota Jambi,
(tanda tangan)

A, Ridwean

2} Pih. Jabatan Straktursl

Fih., jabatan strulkoral mmemilitc kewsnangan
penandatanganan Naskah Dinss sssuai densan tugas yang
diberikan oleh pejabat defininf beraifat rutiniras'dan tidsk
berupa kebijalean yang bersifat strategs yang berdampak
pada perubshan status hukum pada aspek organisasg
kepegawaan, dan alolas: angoaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan
naskah dinas.

Plh. Kepala Bagian Organisasi,

(tands tangan)

Hardian Eesuma, S.STP.ME
Penata Tkl (III/d)
NIP 19920905 2014051 003

e. Pengmunaan Peruabar iPi.)
Contoh I::—Et:ﬂ.l]:l.ga_ﬂ =ebiuitan P_'; dalam penandatanganan naskah
dinas,

Pi. Wali Kota fambi,

(tands tangan)

Maulzns

Contoh  penulisan =sbutan Pj.  Sekretariz Dasrah
dalamnpenandatanganan naszkah dinas,

Pi. Sekretaris Dasrak,
ftanda tangan)

M. Jaslani




f. Penggunaan Perjabat Sementara (Pys)
Contoh pemulisan seblitaén Pis. dalam penandatanganan raskain
dinas

Pjz. Wali Kota Jambi,

[tanda tangan?

Fahmi

Ditetaglkan i Jamis

pada tangzal
By. Walikots Jambi_

Hid
S Purwaming=h
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